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Abstrak: Tujuan penilitian ini untuk dapat menganalisis bagaiaman faktur pajak 
elektronik diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pengusaha kena 
pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. Metode deskriptif 
kualitatif dengan metode wawancara tidak berstruktur, observasi serta 
dokumentasi digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian 
penerapan e-faktur periode 2014-2018, penerapan e-faktur sebelum 2014-2015 
digolongkan dalam golongan kurang patuh sebesar 68.99% dan 74.99%, 
sedangkan pada periode 2016-2018, tingkat kepatuhan 2016 mencapai 65.17%, 
2017 sebesar 33.92% dan periode 2018 sebesar 35.22%, digolongan dalam 
golongan tidak patuh, sedangkan tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan 
SPT PPN periode 2016 sebesar 24.45%, periode 2017 sebesar 33.06% dan 2018 
sebesar 59.19%, yang digolongkan tidak patuh. Penyebab tingkat kepatuhan 
dalam pelaporan SPT Masa PPN sebelum dan sesudah penerapan e-faktur 
mengalami penurunan menjadi tidak patuh dikarenakan WP PKP tidak 
melakukan permohonan sertifikat elektronik dan belum adanya kesadaran WP 
PKP meminta faktur rekanan serta membuat e-faktur pada saat penyerahan BKP 
ataupun JKP. 
 
Kata kunci: Penerapan, Kepatuhan, Pelaporan pajak, E-faktur, SPT Masa PPN. 
 
Abstract: The purpose of this study is to be able to analyze how electronic tax invoices 
are applied in an effort to improve the compliance of taxable entrepreneurs at Pratama 
Merauke Tax Service Office. Qualitative descriptive methods with unstructured 
interview methods, observations and documentation were used in this study. Based on the 
results of research into the implementation of e-invoices for the period 2014-2018, the 
application of e-invoices before 2014-2015 was classified in non-compliant groups of 
68.99% and 74.99%, while in the period 2016-2018, the 2016 compliance rate reached 
65.17%, 2017 amounted to 33.92% and 2018 period of 35.22%, classified in non-
compliant class, while WP compliance rate in delivering VAT SPT for 2016 was 24.45%, 
period 2017 was 33.06% and 2018 by 59.19% , which is classed as non-compliant. The 
cause of compliance level in vat period SPT reporting before and after the implementation 
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certificate and no awareness of WP PKP requesting associate invoices and awareness of 
making e-invoices at the time of submission of BKP or JKP. 
 
Keywords: Implementation, Compliance, Tax Reporting, E-Factru, SPT VAT 
Period. 
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Bagi suatu negara, salah satu sumber pendapatan yang terpenting dalam 
membangun negara adalah pajak. Mardiasmo (2013) memberikan pendapat 
mengenai pajak sebagai kontribusi yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang 
bersifat memaksa dan bersumber pada peraturan Undang-Undang tanpa adanya 
balas jasa langsung. Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah 
digunakan untuk membangun pembangunan sesuai dengan rencana 
pembangunan pemerintah baik pembangunan prasarana dan sarana umum, 
pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan, upah pegawai dan sebagainya. 
Pentingnya penerimaan negara dari masyarakat demi tercapainya sasaran 
pemasukan negara menjadi salah satu tugas Dirjen Pajak untuk mengumpulkan 
pemasukan pajak dan melaksanakan perubahan perpajakan terkait dengan 
sanksi administrasi serta peraturan pajak dengan tetap memperhatikan norma 
keadilan sosial dan pelayanan yang baik. 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, penetapan 
faktur pajak oleh pemerintah yang semula dalam bentuk kertas menjadi e-faktur. 
Perubahan metode ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan adanya ketidak- 
tanggungjawaban individu dengan menerbitkan faktur pajak fiktif. Selain 
sebagai iuran pajak dan sarana angsuran pajak masukan bagi PKP, e-faktur 
dapat digunakan sebagai sarana iuran pajak masukan untuk barang yang berasal 
dari luar wilayah PKP.  
Pada 1 Oktober 2015, jumlah faktur pajak fiktif mencapai Rp 6,4 triliun yang  
berdampak pada kerugian negara. Dari Rp 6,4 triliun tersebut, sebanyak Rp 1,3 
triliun telah disepakati untuk dibayar dan sejauh ini penyetoran pajak yang telah 
terealisasi berjumah Rp 467,67 miliar (Amsal, 2017). 
Terkait dengan banyaknya jumah faktur fiktif, pemerintah terus berupaya 
mengurangi jumah faktur fiktif tersebut dengan menerapkan kebijkan-kebijakan 
baru, salah satunya dengan penyusunan e-faktur yang pengesahannya 
dilaksanakan secara bertahap. Pada awal diterapkannya e-faktur, hanya 45 
pengusaha kena pajak (PKP) yang tercantum dan dikukuhkan di Kantor 
Pelayanan Pajak Besar Jakarta, November 2014 pada KPP Madya Jakarta, 1 Juli 
2015 diseluruh Pulau Jawa dan Bali dan terakhir 1 Juli 2016 seluruh Indonesia. 
Penerapan e-faktur ini didasarkan pada adanya penyalahgunaan faktur pajak 
oleh PKP yang telat menerbitkan faktur pajak, faktur pajak berganda, faktur 
pajak yang diterbitkan oleh oknum PKP yang tidak bertanggungjawab dan tidak 
berwenang, faktur pajak fiktif, dan beratnya beban administrasi, sehingga 
dengan adanya penerapan sistem penagihan secara elektronik, dan penerbitan 
faktur menjadi lebih efektif bagi DirJen Pajak dan Pengusaha Kena Pajak itu 
sendiri. Tujuan dari pemanfaatan e-faktur itu sendiri ialah agar memudahkan 
fiskus dalam melakukan pengecekan transaksi, pemungutan serta pengawasan 
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bagi PKP yang memiliki potensi tidak patuh dalam mengkredit pajak masukan 
(Nindy dan Indah, 2016). 
Masalah lain yang timbul dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam 
pembuatan, penerbitan dan pelaporan faktur pajak adalah kedisiplinan dan 
kesadaran wajib pajak itu sendiri selain problema yang timbul dari PKP, fiskus 
atau yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Dengan beralihnya 
penggunaan fakur pajak kertas menjadi e-faktur, diharapkan tidak ada lagi 
kecurangan terkait dengan faktur pajak yang bukan hanya merugikan negara 
tetapi juga merugikan pihak-pihak yang terlibat (Amsal, 2017). Dengan adanya e-
faktur, diharapkan dapat menambah tingkat kepatuhan PKP selama 
menjalankan perpajakannya. E-faktur adalah suatu aplikasi tagihan pajak dalam 
bentuk elektronik yang disediakan oleh DJP (Nufransa, 2015). 
 


















Sumber data: Data olahan, 2019 
 
Penerapan e-faktur pada tabel 1. tahun 2014-2015 menunjukkan jumlah wajib 
pajak yang patuh dalam melaporkan SPT Masa tergolong kurang patuh 
sedangkan pada tahun yang sama ketika pemerintah berupaya menerapkan e-
faktur bagi PKP, jumlah penggunaan e-faktur tahun 2014 sebesar 68,99% dan 
meningkat pada tahun 2015 menjadi 74,99% sedangkan sesudah e-faktur 
diterapkan tahun 2016-2018, tingkat penerapan e-faktur menurun dari tahun 
2015 menjadi 65,17% dengan tingkat kepatuhan 24,45% digolongkan dalam 
golongan tidak patuh, tahun 2017 penerapan e-faktur kembali turun menjadi 
33,92% dengan tingkat kepatuhan naik dari tahun 2016 menjadi 33.06% 
digolongkan dalam golongan kurang patuh dan pada 2018 tingkat kepatuhan 
dalam menerapkan e-faktur sebesar 59,19% dengan tingkat penerapan e-faktur 
35,22% digolongan dalam golongan tidak patuh, sedangkan ditahun 2016 sebesar 
24,45% masuk dalam golongan tidak patuh, tahun 2017 sebesar 33,06% 
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digolongkan dalam golongan tidak patuh dan 2018 tingkat kepatuhan dalam 
menerapkan e-faktur sebesar 59.19% digolongkan tidak patuh. 
Dengan adanya e-faktur pajak dapat melindungi PKP dari penyalahgunaan 
faktur pajak, menghemat biaya, tenaga, dan waktu sehingga lebih tepat waktu 
dalam pembuatan dan penyampaian e-faktur yang juga berdampak pada 
kemudahan penggunaan e-faktur dalam pemberitahuan SPT Masa PPN tanpa 
harus mencetak faktur dalam bentuk kertas (Sulistyowati, 2018). 
Tingkat kepatuhan wajib pajak dikategorikan sebagai berikut, tingkat 
pencapaian diatas 100% sangat patuh, tingkat pencapaian antara 90% - 100% 
patuh, tingkat pencapaian antara 80% - 90% cukup patuh, tingkat pencapaian 
antara 60% - 80% kurang patuh, tingkat pencapaian dibawah 60% tidak patuh. 
 
Metode 
Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Merauke dengan jenis penelitian deskriptif. Data yang dibutuhkan meliputi 
jumlah PKP yang membuat dan memanfaatkan faktur elektronik dan jumlah SPT 
masa PPN selama tahun 2014-2018 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Merauke. 
Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memanfaatkan e-
faktur, kita gunakan rumus: 
 
Jumlah PKP yang mengaktivasikan e-faktur 
  Kepatuhan =        X100% 
Jumlah PKP yang memanfaatkan e-Fakturr 
 
Untuk menghitung jumlah kepatuhan wajib pajak yang telah menyampaikan 
SPT PPN: 
 
Jumlah SPT PPN 
  Kepatuhan =        X 100% 
   Jumlah PKP X Masa Pelaporan (12 bulan) 
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Hasil dan pembahasan 
1. Jumlah PKP  
Jumlah PKP terdaftar tahun 2014–2018 mengalami peningkatan menjadi 456 
PKP yang dapat dilihat pada tabel 2.  
Tabel 2. Jumlah PKP Terdaftar 
Tahun Jumlah Jumlah Kenaikan 
2014 1.007 - 
2015 1.113 106 
2016 1.272 159 
2017 1.367 95 
2018 1.463 96 
Sumber Data: KPP Pratama Merauke 2019. 
 
2. Jumlah PKP terdaftar dan telah memanfaatkan E-Faktur Pajak 
Berikut tabel jumlah PKP yang telah memanfaatkan faktur pajak tahun 2014-
2018: 
 





Jumlah PKP yang 
memanfaatkan e- 
faktur 
2014 1.007 - 
2015 1.113 - 
2016 1.272 311 
2017 1.367 452 
2018 1.463 866 
             Sumber Data: KPP Pratama Merauke 2019 
 
Tabel 3. memperlihatkan jumlah PKP terdaftar dan yang telah memanfaatkan 
e-faktur pajak bagi PKP yang telah memiliki omset dalam satu tahun buku 
mencapai Rp 4,8 miliar.  
 
3. Jumlah SPT Masa PPN Tahun 2014-2018 
Pada tabel 4. jumlah SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum dan 
sesudah menggunakan e-faktur: 
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Tabel 4. Jumlah SPT Masa PPN 
 
Priode Jumlah SPT 
2014 8.833 
2015 9.979 
2016 9.348 (e-Faktur) 
2017 8.702 (e-Faktur) 
2018 8.190 (e-faktur) 
         Sumber Data: KPP Pratama Merauke 2019. 
 
4. Tingkat Kepatuhan dalam Memanfaatkan E-faktur 
 








1.272 311 24.45% 
1.367 452 33.06% 
1.463 866 59.19% 
            Sumber Data: Data olahan, 2019 
 
Tinggi atau rendahnya kepatuhan PKP diperoleh dengan rumus: 
 
Jumlah Pengguna E-faktur 
 Kepatuhan =        X 100% 
Jumlah PKP tercantum 
 
Pada tahun 2016, jumlah tingkat kepatuhan PKP yang memanfaatkan e-
faktur mencapai 24,45% sebagai hasil dari penerapan e-fakur yang diberlakukan 
pada pertengahan tahun 2016 yaitu 1 Juli 2016, tingkat kepatuhan ini 
digolongkan dalam golongan tidak patuh. Namun, pada tahun 2017 tingkat 
kepatuhan PKP dalam memanfaatkan fasilitas e-faktur meningkat menjadi 
33,06% dan pada tahun 2018 tingkat kepatuhan PKP mengalami kenaikan yang 
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5. Tingkat Kepatuhan PKP Sebelum dan Sudah Penerapan E-faktur  
Tabel 6 menerangkan tingkat kepatuhan PKP sebelum pelaksanaan faktur 
elektronik untuk pelaporan SPT masa PPN bersumber dari jumlah Surat 
Pemberitahuan yang masuk di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Merauke. 
 
Tabel 6. Tingkat Kepatuhan Sebelum Penerapan 








Jumlah SPT yang 
seharusnya dalam 
1 tahun (jumlah 
PKP x 12 bulan) 
Tingkat 
Kepatuhan 
2014 8.833 1.067 12.804 68.99% 
2015 9.979 1.113 13.306 74.99% 
2016 4.974 1.272 7.632 65.17% 
2017 5.564 1.367 16.404 33.92% 
2018 6.183 1.463 17.556 35.22% 
Sumber Data: Data Olahan, 2019 
 
SPT PPN yang diperoleh KPP Pratama Merauke 
Kepatuhan =                                                              X 100 % 
   Jumlah PKP X masa pelaporan (12 bulan) 
 
Pada tabel 6. tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa PPN tahun 2014 
mencapai 68.99% dan tahun 2015 mencapai 74.99% yang digolongkan dalam 
golongan kurang patuh. Tingkat kepatuhan PKP yang tercantum dalam 
menyampaikan SPT Masa PPN tahun 2016-2018 dihitung sejak di berlakukannya 
pnerapan e-faktur diseluruh Indonesia mulai bulan Juli 2016 sebesar 65.17% 
yang digolongkan dalam golongan kurang patuh, tahun 2017 mengalami 
penurunan menjadi 33.92% yang digolongkan dalam golongan tidak patuh akan 
tetapi jumlah SPT yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 1.12% 
dibandingkan dengan tahun 2016. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan PKP 
dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN mengalami kenaikan 
menjadi 35.22% yang digolongkan dalam golongan tidak patuh. 
Bersumber dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Merauke, Peneliti mengolah data tingkat kepatuhan PKP tahun 2016-2018 sebab 
di tahun 2016 e-faktur baru diberlakukan diseluruh Indonesia tepatnya pada 
tanggal 1 Juli 2016. Tahun 2016 tingkat kepatuhan mencapai 24.45% yang 
digolongkan dalam golongan tidak patuh. Di tahun 2017 tingkat kepatuhan 
mencapai 33.06% yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 
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dan pada tahun 2018, tingkat kepatuhan mengalami kenaikkan lagi mencapai 
59.19% yang masih digolongkan dalam golongan tidak patuh. Penyebab 
penerapan e-faktur pajak dari segi kepatuhan pemanfaatan e-faktur tahun 2016-
2018 digolongkan dalam golongan tidak patuh dikarenakan WP pemungut 
(seperti bendahara pemerintah) tidak meminta faktur rekanan, sementara 
bendahara wajib meminta faktur rekanan dan seharusnya PKP wajib membuat e-
faktur pada saat penyerahan BKP/JKP. 
Tingkat kepatuhan PKP sebelum penerapan e-faktur tahun 2014 mencapai 
68.99% yang digolongkan dalam golongan kurang patuh. Tahun 2015 sebesar 
74.99% yang digolongkan dalam golongan kurang patuh sedangkan tahun 2016 
sejak diberlakukannya penerapan e-faktur diseluruh Indonesia pada Juli 2016 
mencapai 65.17% yang digolongkan dalam golongan kurang patuh.  
Di tahun 2017, tingkat kepatuhan PKP yang melaporan Surat Pemberitahuan 
Masa PPN mengalami penurunan menjadi 33.92% digolongkan dalam golongan 
tidak patuh, sedangkan jumlah SPT yang diperoleh mengalami peningkatan 
yaitu bertambah 1,12% dari jumlah yang diperoleh tahun 2016. Pada tahun 2018, 
tingkat kepatuhan PKP dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN 
mengalami penurunan 35.22% yang digolongkan dalam golongan tidak patuh, 
namun jumlah SPT Masa PPN mengalami peningkatan sebesar 1,11% dari 
jumlah tahun 2017.  
Penyebab dari hasil tingkat kepatuan dalam melaporkan SPT Masa PPN 
sebelum dan sesudah penerapan e-faktur mengalami kenaikan dan penurunan 
dari kurang patuh menjadi sangat patuh dan menurun derastis menjadi tidak 
patuh dikarenakan WP PKP tidak melakukan permohonan sertifikat elektornik 
untuk register aplikasi e-faktur. Hal ini disebabkan karena tidak melakukan 
register aplikasi e-faktur sehingga status pengukuhan PKP dicabut secara jabatan 
dan begitupula jika PKP tidak melaporkan PPN selama 2 bulan maka status PKP 
dicabut. 
 Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Lintang (2017) yang berjudul analisis 
penerapan e-faktur pajak dalam upaya meningkatkan kepatuhan Pengusaha 
Kena Pajak untuk pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Manado.  
 
Penutup 
Bersumber dari hasil penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Merauke, tingkat kepatuhan PKP 2016 mencapai 24,45%, 2017 mencapai 33,06%, 
2018 mencapai 59,19%. Tingkat kepatuhan PKP tahun 2016-2018 digolongkan 
dalam golongan tidak patuh dikarenakan WP PKP pemungut tidak meminta 
faktur rekanan. 
Dalam melaporkan SPT Masa PPN, tingkat kepatuhan pelaporan SPT Masa 
PPN PKP sebelum penerapan e-faktur tahun 2014 mencapai 68.99%, 2015 
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mencapai 74.99% yang digolongkan dalam golongan kurang patuh sedangkan 
tahun 2016-2018 setelah diberlakukanya e-faktur diseluruh Indonesia 
menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari KPP Pratama Merauke tahun 
2016 yaitu 65.17%, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 33.92%, tahun 
2018 mengalami penurunan 35.22% yang digolongkan dalam golongan tidak 
patuh.  
Penyebab dari hasil tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPN 
sebelum dan sesudah penerapan e-faktur dikarenakan PKP tidak melakukan 
permohonan sertifikat elektronik untuk meregister aplikasi e-faktur yang dapat 
mengubah status PKP. 
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